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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of Capital Expenditures, Special Allocation 

Funds, General Allocation Funds on the Level of Regional Financial Independence in D.I 

Yogyakarta Province in 2014-2021. The samples used in this study were all regencies/cities 

in the Province of D.I Yogyakarta using the census sampling technique. The independent 

variables of this study are Capital Expenditures, Special Allocation Funds and General 

Allocation Funds. The dependent variable of this study is the Level of Regional Financial 

Independence. The results show that capital expenditure has no effect on the level of regional 

financial independence, while the Special Allocation Fund has a significant negative effect 

on the level of regional financial independence, and the general allocation fund has a 

significant negative effect on the level of regional financial independence. 

Keywords: Level of Regional Financial Independence, Capital Expenditure, Special 

Allocation Fund, General Allocation Fund 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandiran Keuangan Daerah di Provinsi 

D.I Yogyakarta di tahun 2014-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menggunakan teknik sampling 

census sampling. Variabel independen penelitian ini adalah Belanja Modal, Dana Alokasi 

Khusus dan Dana Alokasi Umum. Variabel dependen penelitian ini adalah Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah. Hasilnya menunjukan bahwa belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap Tingkat Kemandrian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh negatif siginifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, 

dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah.  

Kata Kunci: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Alokasi Umum  
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PENDAHULUAN 

Sejak Indonesia mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah, yang ditandai 

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah, telah terjadi perubahan yang fundamental terkait dengan pengelolaan keuangan 

daerah. Perubahan mendasar tersebut adalah pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangannya (Nasution, 2019: 1-3).  

Menurut Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(KPPOD), Eduardo Edwin Ramda yang dilansir artikel www.bisnis.com, bahwa dalam 

pemenuhan belanja masing-maisng daerah, sebagian besar pemerintah daerah masih 

mempunyai dependensi yang besar terhadap transfer dari pemerintah pusat. Laporan yang 

sama juga menyatakan bahwa sejumlah 468 pemerintah daerah atau sebanyak 93,04 persen 

dari total pemerintah daerah tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskal dari 

tahun 2013 sampai pandemi di tahun 2019.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah 

diantaranya adalah Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum. Belanja 

Modal salah satunya, dimana dalam literatur public finance, khususnya dalam konteks 

kemandirian keuangan daerah dikenal dengan istilah expenditure assignment, yang artinya 

adalah kewenangan pengeluaran yang didesentralisasikan kepada daerah. Besarnya 

kewenangan pengeluaran tersebut idealnya sama dengan besarnya biaya atau belanja yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi atau urusan yang menjadi tanggung jawab daerah 

(Djaenuri,  2014:14). Dengan demikian salah faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah adalah Belanja Modal.  

Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah adalah Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dimana, Dana Alokasi 

Khusus dan Dana Alokasi Umum tersebut merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana 

perimbangan ini bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah agar dapat 

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah (Usman & 

Nurazi 2021:59).  

Hasil penelitian terdahulu menunjukan Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dan 

Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki gap 

research yang berbeda-beda. Hasil penelitian  Riyadi (2020) menunjukan bahwa belanja 

modal berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, 

sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Tama dkk, (2021) menunjukan bahwa Belanja 

Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.  

Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari transfer ke 

daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan 

kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional menunjukan hasil penelitian yang berbeda. 

Dimana, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kustianingsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa 

Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Andriana (2020) dan Musfirati & Sugiyanto (2021), dimana Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.  
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Terakhir, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dimana dana  yang dialokasikan 

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar 

daerah ini memiliki hasil penelitian yang berbeda. Dimana hasil penelitian Musfirati dan 

Sugiyanto (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Kustianingsih, dkk 

(2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif 

signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.  

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh Belanja Modal, Dana 

Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah ternyata 

memberikan hasil yang tidak sama di setiap penelitiannya. Sehingga, penulis memiliki 

ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap wilayah di pemerintah daerah tingkat II di 

Provinsi D.I Yogyakarta sebagai objek penelitian. Berdasarkan fenomena dan masalah di 

atas, penulis ingin melakukan suatu penelitian studi kasus pada salah satu provinsi yang 

memiliki indeks kemandirian fiskalnya rendah, yaitu Provinsi D.I Yogyakarta. Sehingga, 

judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana 

Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus pada 

Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 2014-2021”. 

Perumusan Masalah Untuk merumuskan penelitian ini, maka acuan penulis adalah 

dengan fenomena dan latar belakang di atas dengan rumusan: apakah ada pengaruh Belanja 

Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?, apakah ada pengaruh Dana 

Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?, apakah pengaruh 

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?. 

 

TINJAUAN TIORITIS DAN HIPOTESIS 

Teori Stakeholder  

Salah satu dasar dari pada teori pemangku kepentingan (stakeholder) dalam konsep 

awal good governance yang dirumuskan oleh United Nations Development Program (UNDP, 

1996) adalah partisipasi. Dimana semua pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki hak 

untuk bersuara dalam penyusunan kebijakan publik. Hal ini merupakan pondasi legitimasi 

semua sistem demokratis (Santoso: 2019:147). Menurut Mardiasmo (2018:10) untuk melihat 

bagaimana kualitas suatu pemerintah, maka dilihat dari sisi partisipasi masyarakatnya. 

 

Teori Desentralisasi (Otonomi Daerah) 

Desentralisasi adalah perlimpahan wewenang, tanggungjawab, dan sumber daya 

melalui dekosentrasi, delegasi dari pemerintah pusat ke pemerintah kepada daerah otonom 

(Santoso, 2019:145-146). Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan 

desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta antar pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018:8). 
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Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh 

daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga secara definisi kemandirian 

keuangan daerah, yaitu daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola 

keuangan daerahnya. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menunjukan 

kemampuannya dalam mengelola keuangan tanpa intervensi pemerintah pusat  (Halim & 

Iqbal, 2019: 2-11). 

 

Belanja Modal 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang 

akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan (Halim & Iqbal, 2019: 27). 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Menurut Djaenuri (2014:100), bahwa DAK dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

dengan memperhatikan potensi daerah, luar daerah daerah, keadaan geografi, jumlah 

penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah, sehingga perbedaan antara daerah 

yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. 

 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto 

yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria 

tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan 

sesuai undang-undang (Renyowijoyo, 2013:1125). 

Berdasarkan pada pertimbangan penulis dan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:  

H1: Belanja Modal Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.Daerah  

H2: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah  

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah  

 

METODE 

Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan analisis statistik 

deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Dalam statistik deskriptif,dimaksudkan untuk 

memberian gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel yang telah ditentukan 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi yang digunakan 

pada masing-masing variabel yaitu Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 

2014-2021). Setelah melakukan analisa deskripsi, dilakukan pengujian asumsi klasik dan 

analiisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS 26.0. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Deskritif 

 

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif 

 

Variabel Mean St.dev Min Max 

KKD 23.14% 9.02% 10% 27% 

BM 16.95% 8,12% 10% 27% 

DAK 0,60% 0,48% 1% 1,98% 

DAU 99,8% 0,42% 0,98% 5,31% 
  Sumber: Diolah dari SPSS 2.6 

 

Berdasarkan hasil tabel analisis deskriptif pada Kemandirian Keuangan Daerah 

menunjukkan bahwa nilai maksimum Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 27% dan nilai 

minimum pada Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 10%. Sedangkan rata-rata dari 

Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 23.14% dengan tingkat standar deviasi sebesar 

9.02%. Sedangkan, hasil analisis deskriptif pada Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai 

minimum Belanja Modal sebesar 10%, dan nilai maksimum sebesar 27%. Sedangkan nilai 

rata-rata dari Belanja Modal sebesar 16.95% dengan tingkat standar deviasi sebesar 8,12%.  

Kemudian, analisis deskriptif pada Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa nilai 

minimum Dana Alokasi Khusus sebesar 0,005 (1%) dan nilai maksimum sebesar 1,98%. 

Sedangkan nilai rata-rata dari Dana Alokasi Khusus sebesar 0,60% dengan tingkat standar 

deviasi sebesar 0,48%. Terakhir, analisis deskriptif pada DAU menunjukkan bahwa nilai 

minimum DAU sebesar 0,98% dan nilai maksimum sebesar 5,31%. Sedangkan nilai rata-rata 

dari DAU sebesar 99,8% dengan tingkat standar deviasi sebesar 0,42%. 

 

Hasil Regresi Linear Berganda 

 

Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda 
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Dari output di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat 

dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  

 

Y = (0,406) + (-0,045) X1 + (-0,043) X2 + (–0,059) X3 Persamaan di atas dapat diartikan 

sebagai berikut:  

 

a = 0,046 Artinya jika variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) 

dan Dana Alokasi Umum (X3) bernilai (0), maka nilai variabel 

Kemandirian Keuangan Daerah (Y) diperoleh 0,406. 

b1 = -0,045 Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Belanja Modal (X1) 

dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai variabel 

Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,045. Sebaliknya setiap 

kenaikkan satu satuan variabel Belanja Modal (X1) dan variabel 

lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Kemandirian 

Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,045. 

b2 = -0,043 Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Dana Alokasi Umum 

(X2) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurukan nilai 

variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,043. 

Sebaliknya setiap kenaikan satu satuan variabel Dana Alokasi Khusus 

(X2) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel 

Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,043. 

b3 = –0,059 Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Dana Alokasi Umum 

(X3) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai 

variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,059. 

Sebaliknya setiap kenaikan satu satuan variabel Dana Alokasi Umum 

(X3) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel 

Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar –0,059. 

 

Uji f-statistik 

 

Tabel 3 Hasil Uji f Statistik 

 
 

Berdasarkan tabel diatas bahwa f hitung sebesar 92,611 sedangkan ftabel 2.87 sehingga 

fhitung > ftabel atau 92,611> 2.87 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Maka H0 ditolak, 

artinya secara simultan variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana 
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Alokasi Umum (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Kemandirian Keuangan Daerah (Y). 

 

Uji t-statistik 

Tabel 4 Hasil Uji t Statistik 

 
 

Berdasarkan data analisis diatas menunjukkan nilai t variabel Belanja Modal 

diperoleh thitung sebesar -0,321 dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel ±2,030 

dengan demikian thitung (-0,321) < ttabel (2,030) atau sig (0,750) > ɑ (0,05). Hal ini berarti H0 

diterima dan H1 ditolak, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. 

 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Tabel 5 Hasil Uji t Statistik 

 
 

Dari tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,885 yang 

berarti bahwa perubahan Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh perubahan 

variabel Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus  sebesar 88.5%. 

Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi  >80% mempunyai 

hubungan yang sangat tinggi. Sedangkan sisanya 11.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Pembahasan 

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil yang 

mengungkapkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2019) 

& Handayani, dkk (2020) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh 

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini terjadi disebabkan oleh Belanja 

Modal yang dilakukan belum merata dan tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan 

penurunan kualitas layanan publik maka kemandirian keuangan daerah menurun. Karena 

semakin besar belanja modal maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil yang 

mengungkapkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif  terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif  terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Dana Alokasi Khusus 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

(Musfitati & Sugiyanto, 2021).   

 

Pengaruh Dana Alokasi Umum Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil yang 

mengungkapkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif  terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah.Aartinya Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif  terhadap 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya Dana Alokasi 

Umum memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah (Kustianingsih dkk, 2018) & (Musfitati & Sugiyanto, 2021). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bukit (2022) dimana Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh 

negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan 

yaitu mengenai Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2014-

2021, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Berdasarkan hasil uji simultan uji F, bahwa secara simultan variabel Belanja Modal 

(X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Alokasi Umum (X3) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y).  

Hal ini terlihat dari pengujian fhitung sebesar 92,6% sedangkan ftabel 2.87% sehingga 

fhitung > ftabel atau 92,6% > 2.87% dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05  yang 

mana H0 ditolak.  
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2. Berdasarkan hasil uji parsial uji t, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. Karena nilai thitung untuk Belanja 

Modal sebesar -0,32 dan ttabel sebesar 2,03% dan nilai signifikansi sebesar 0,750 yang 

menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil ini tidak sesuai 

dengan hipotesis awal dimana Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta. Sedangkan, Dana Alokasi 

Khusus dan Dana Aloksi Umum berpengaruh Negatif terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah secara parsial. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dimana Dana Alokasi 

Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuagan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta. 

 

Saran 

 

Ada beberapa hal yang penulis sadari pada penelitian ini, yaitu penulis memiliki 

keterbatasan pada variabel yang diteliti pada penelitian ini. Dimana variabel yang diteliti 

hanya sebatas Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum yang pada 

umumnya sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penulis memiliki saran yang 

kiranya dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti selanjutnya jika ingin 

melakukan penelitian terkait Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah agar mencari variabel 

lain yang lebih tepat dan dipastikan memiliki pengaruh dan keterkaitan terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini tentu akan menjadi sumbangsih ide yang sangat luar 

biasa bagi peningkatan kemandirian keuangan daerah di Indonesia khususnya di Provinsi D.I 

Yogyakarta. 
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